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Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Pare sebelum dan sesudah
ditetapkanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan
minimal usia menikah di wilayah Kelurahan Pare?

2. Apakah masyarakat Pare tersebut sudah mengetahui dengan adanya
pembaharuan Undang-undang no.16 Tahun 2019 tentang batas usia
menikah yang dibatasi minimal usia 19 tahun?

3. Faktor apa sajakah yang mendasari kesadaran hukum masyarakat Pare
terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal
usia menikah yang berdampak pada peningkatan kesadaran melakukan
pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku?

4. Apakah faktor yang lebih dominan masyarakat Pare terhadap kesadaran
hukum bahwa menikah sesuai ketetapan Undang-undang itu sangat
penting?

5. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak KUA Pare supaya masyarakat
lebih taat hukum melakukan pernikahan sesuai dengan batasan minimal
usia menikah terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

6. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan sesuai dengan ketetapan
Undang-undang tentang batas usia nikah?

7. Sepengetahuan anda, Apakah anda mengetahui faktor apa saja yang
menjadi penyebab terjadi pernikahan sesuai dengan batas usia nikah

menurut Undang-undang?



